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PANGKALPINANG, Selasa (23/01/2024) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II
Pangkalpinang melakukan Transfer Knowledge Instrumen Asesmen Resiko
Residivisme Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik di lembaga
pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan
perempuan (LPP), dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). 

Kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing 1 orang Pembimbing
Kemasyarakatan (PK) Bapas Pangkalpinang secara serentak di seluruh lapas,
rutan, LPP, dan LPKA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam
kesempatan ini, Kepala Bapas Pangkalpinang, Andriyas Dwi Pujoyanto turut
hadir langsung di LPKA Kelas II Pangkalpinang.



“Transfer Knowledge mengenai Asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik kami
lakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan asesmen bagi narapidana atau
pun anak binaan di rutan, lapas, LPKA dan LPP kepada asesor pemasyarakatan
dan Jabatan Fungsional Umum Penelaah Warga Binaan,” ujar Andriyas.

Lebih lanjut Andriyas menyampaikan dengan transfer knowledge ini nantinya
asesor pemasyarakatan dapat melaksanakan asesmen terhadap warga binaan di
bawah supervisi PK Bapas untuk memenuhi persyaratan usul prgram integrasi
sosial bagi warga binaan.

Penyampaian materi disampaikan dengan diskusi interaktif, Kusnawijaya selaku
PK yang ditugaskan untuk menyampaikan materi di LPKA Kelas II Pangkalpinang
menyatakan bahwa jenis instrumen penilaian resiko dan faktor kriminogenik yang
digunakan untuk narapidana dewasa berbeda dengan anak binaan.

“Untuk pengisian Asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik yang diberikan
kepada narapidana dewasa yang berusia di atas delapan belas tahun mengacu
pada Kepdirjenpas Kemenkumham Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021
tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen
Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan
Versi 02 Tahun 2021. Sedangkan untuk anak yang masih berusia di bawah 18
tahun baik pengisian maupun penormaannya mengacu pada Kepdirjenpas
Kemenkumham Nomor PAS-120.PK.01.04.03 Tahun 2019,” jelasnya. (Vio*red)




